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Divonis
20 Tahun Penjara

Eks Dirut Asabri Bakal Tempuh
Upaya Banding

JAKARTA - Mantan Direk-
tur Utama PT. Asuransi Ang-
katan Bersenjata Republik
Indonesia (Asabri), Mayjen
TNI (Purn) Adam Rachmat
Damiri, akan mengajukan
upaya hukum banding atas
putusan majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Adam Damiri divonis 20
tahun penjara dalam kasus
dugaan korupsi pengelolaan
dana PT Asabri.

“Atas nama keluarga be-
sar, Adam Rachmat Damiri
akan melakukan upaya hu-

kum atas putusan Pengadi-
lan Tipikor Jakarta sesuai
dengan ketentuan hukum
yang berlaku untuk menda-
patkan kepastian hulcum se-
suai dengan harapan Adam
Rachmat Damiri dan ke-
luarga,” kata Linda Susanti
yang mewakili keluarga
Adam Damiri, dalam ket-
erangannya, Rabu (2/2).
Menurutnya terdapat
beberapa pertimbangan
yang membuat Adam
Damiri memutuskan untuk

& Ke Halaman 7 kolom 5

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




PONTIANAK POST

| Jan | Feb | Mar| Apr | Mei | Jun | Jul |Agust| Sept| Okt | Nov| Des |

fa

[2022 | [Hal:1 |9

53,
S A:.,,“%

o 4 %)
‘;fs;.r{ *‘* ‘; i

\0‘."\
. i
.

[1]2]3]4]5]6]|7]8]9]10]11]12]13]14|15[16{17[18][19]20[21]22]23]24]25] 26| 27[28[29[30]31]

Divonis 20 Tahun Penjara

Sambungan dari halaman 1

mengajukan upaya hukum
banding. Dia menjelaskan,
dalam laporan pemeriksaan
investigatif Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terkait pen-
gelolaan keuangan dan dana
PT Asabri periode 2012-2019
tidak menemukan adanya
kerugian negara dari saham
CNKO, LCGP, SIAP, dan MTN
PRIMA JARINGAN.

Sebab, laporan itu tidak
memperhitungkan yang
masih bernilai dalam ben-
tuk saham dan reksadana.
Sehingga, tidak memenuhi
unsur nyata dan pasti ber-
dasarkan Pasal 1 angka 22 UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

“Oleh karenanya hitungan
tersebut tidak bisa dijadi-
kan dasar adanya kerugian
Negara untuk menghukum
terdakwa Adam Rachmat
Damiri,” ucap Linda.

Terlebih berdasarkan fakta
persidangan, lanjut Linda,
keterangan saksi Indah
Kusumawati telah menyata-
kan, penempatan saham-sa-
ham milik PT ASABRI terjadi
pada tahun 2017. Saat itu,
Adam Damiri sudah tidak
menjabat sebagai Direktur
Utama PT ASABRI.

Adam Damiri juga telah
mendelegasikan kewenan-
gannya kepada Direktur In-
vestasi dan Keuangan un-
tuk mengelola keuangan PT
Asabri pada saat menjabat
yang dibuktikan dengan surat
keputusan Direksi. Adapun

pendelegasian itu tercan-
tum dalam Surat Keputusan
Direksi Tahun 2011 Nomor
Kep/161-AS/X1/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja PT
ASABRI.

Sementara itu, sambung
Linda, salah satu hakim ang-
gota Mulyono menyatakan
dissenting opinion atau per-
bedaan pendapat. Dalam
pertimbangan hakim Muly-
ono menyatakan, kerugian
keuangan negara sebesar
Rp 22,7 triliun sebagaimana
dihitung auditor BPK masih
bersifat potensi serta tidak
berdasar dan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan.

“Fakta-fakta persidangan
tersebut semuanya terekam
dengan baik di persidangan
dan dituangkan dalam pledoi
Kuasa Hukum Adam Rach-
mat Damiri, namun fakta-
fakta hukum tersebut tidak
dijadikan pertimbangan oleh
Majelis Hakim dam memu-
tus perkara Adam Rachmat
Damiri,” tegas Linda.

Linda menilai vonis yang
dijatuhkan majelis hakim
20 tahun seolah tidak mem-
pertimbangkan pengabdian
dan usia Adam Damiri yang
menginjak 72 tahun. Selain
itu juga tidak mempertim-
bangkan kesehatan Adam
Damiri yang selama ini ber-
juang melawan kanker usus.

“Kami atas nama keluarga
juga meminta kepada Ba-
dan Pengawasan Mahkamah
Agung, kiranya dapatmelaku-
kan pengawasan terhadap
proses hukum selanjutnya,

agar dapat dilaksanakan den-
gan baik,” pungkas Linda.

Dalam putusannya, man-
tan Direktur Utama (Dirut)
PT. Asabri Mayjen Purn Adam
Rachmat Damiri divonis 20
tahun penjara dan denda Rp
750juta subsider enam bulan
kurungan.

Adam Damiri diyakini
merugikan keuangan negara
sebesar Rp 22,78 triliun. Pe-
rusahaan pelat merah yang
bergerak pada bidang asur-
ansi sosial bagi prajurit TNI-
Polri dan ASN ini mendapat-
kan pendanaan yang berasal
dari dana program tbungan
hari tua dan dana program
akumulasi iuran pensiun.

Pendanaan itu bersumber
dariiuran peserta ASABRI se-
tiap bulannya yang dipotong
dari gaji pokok TNI, Polridan
ASN/PNS di Kementerian
Pertahanan sebesar 8 persen
denganrincian dana pensiun
dipotongsebesar 4,75 persen
dari gaji pokok, sedangkan
tunjangan hari tua dipotong
sebesar 3,25 persen dari gaji
pokok.

Adam Damiri divonis me-
langgar Pasal 3 Jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang peruba-
haan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Ten-
tang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Gpr)
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